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Kata Sambutan

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas segala nikmat dan keberkahan-Nya sehingga 

kita dapat mengerjakan suatu hal yang bermanfaat untuk 

kita semua. 

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi yang 

sangat cepat mendorong Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, efisien, 

dan transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui 

informasi kebijakan dan program yang disampaikan. 

Di era yang serba canggih seperti sekarang ini, komunikasi 

memiliki peran yang sangat penting. Berbagai informasi 

dapat dengan mudah tersebar kepada siapa pun. 
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Pedoman yang membahas terkait perencanaan dalam 

komunikasi ini sangat penting untuk dimiliki Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi. Fungsi dan pelaksanaan 

komunikasi sangat penting dalam perumusan kebijakan dan 

pengambilan keputusan agar seluruh pihak memiliki satu 

suara dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisasi. 

Kami berharap buku ini dapat digunakan sebagai acuan 

dalam perencanaan komunikasi, baik secara internal maupun  

eksternal.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang terlibat dari awal hingga akhir dalam penyusunan 

pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak.

          Direktur Jenderal,

          Kiki Yuliati
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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena atas izin-Nya penyusunan Buku Pedoman Komunikasi 

ini dapat diselesaikan. Penulisan pedoman ini merupakan 

jawaban untuk menghadapi percepatan teknologi dalam 

bidang komunikasi. Proses komunikasi melibatkan banyak 

unsur, yaitu para pihak yang terlibat dalam komunikasi, isi 

atau substansi yang ingin disampaikan, dan media yang 

digunakan untuk komunikasi.

 

Buku Pedoman Komunikasi ini berupaya untuk menguraikan 

dasar-dasar komunikasi yang harus diterapkan oleh 

seluruh pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi sesederhana mungkin. Buku ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau sumbangsih yang luas dalam 
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proses berkomunikasi bagi pembaca di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi.

Dengan segala kerendahan hati, kami mempersembahkan 

secercah tulisan sederhana ini untuk seluruh pihak di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Terima 

kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat 

dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalas kebaikan semua pihak yang telah terlibat.

             Sekretaris,

             Saryadi
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A. Latar Belakang
Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak bisa 

dihindari di dunia ini. Komunikasi menjadi sarana untuk 

menyampaikan informasi kepada berbagai pihak. 

Melalui komunikasi, dukungan positif dari mitra dan 

masyarakat akan datang sehingga kepercayaan publik 

untuk sebuah institusi bisa tercapai. Sebagai institusi 

pemerintah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi selalu berupaya untuk menjaga kepercayaan 

dari mitra dan masyarakat. 

Guna menjaga kepercayaan publik tersebut, masing-

masing pihak di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
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bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan 

tersebut. Salah satu caranya adalah dengan 

menyediakan informasi yang dapat dikonsumsi dengan 

baik oleh para pemangku kepentingan, mitra sejawat, 

ataupun masyarakat luas.

Informasi merupakan pesan yang ingin disampaikan 

oleh komunikator, baik berupa fakta, opini, kebijakan, 

aturan, ataupun gagasan kepada penerima informasi 

(komunikan) dengan harapan isi dari informasi tersebut 

dapat dipahami dan direalisasikan oleh komunikan.

Komunikasi yang baik memiliki peran penting untuk 

institusi dalam menyampaikan profil dan program 

institusi. Dalam konteks organisasi, komunikasi 

merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi di 

bidang kehumasan dan publikasi. Hal tersebut dilakukan 

dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola kehumasan 

yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik guna menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

komunikasi yang baik dalam internal organisasi akan 

mendorong aktivitas kehumasan dan publikasi sehingga 

dapat menciptakan reputasi yang baik bagi organisasi 

sehingga tujuan dari sebuah organisasi akan tercapai.
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Kegiatan kehumasan dan termasuk di dalamnya 

adalah publikasi akan bersinggungan dengan berbagai 

kanal, baik itu media konvensional maupun media 

dalam format baru juga kanal komunitas yang terus 

bermunculan seiring dengan perkembangan internet 

dan media sosial. Semua kegiatan ini saling relevan 

dalam upaya mengenalkan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi secara internal dan eksternal. Oleh 

karena itu, untuk memenuhi kebutuhan informasi 

diperlukan strategi pengelolaan komunikasi yang 

efektif dan efisien.

Buku ini disusun sebagai panduan organisasi dalam 

mengelola informasi yang lengkap. Harapan besar 

dari adanya buku ini, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

pemerintah yang menyediakan informasi yang relevan, 

kredibel, dan mudah diakses, baik secara internal 

maupun eksternal.

B. Dasar Hukum
1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit 

Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit 

Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi 

Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7.   Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi Nomor 115/O/2022 tentang Rincian 

Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi. 

C. Maksud dan Tujuan
Buku pedoman komunikasi ini dibuat agar dapat 

menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan 
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pengelolaan program melalui kegiatan kehumasan 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. 

Buku ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi 

yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip 

tata kelola strategi komunikasi sehingga tercipta 

komunikasi organisasi yang baik di dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

D. Sasaran
Buku ini ditujukan bagi seluruh pihak di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang memiliki 

fungsi dan peran dalam teknis komunikasi. Sasaran 

tersebut mencakup sebagaimana berikut.

1.   Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi: Buku ini ditujukan kepada 

unit kerja-unit kerja teknis yang memiliki tugas 

dan fungsi dalam pengelolaan program-program 

pendidikan vokasi. Unit kerja tersebut meliputi 

direktorat teknis, unit pelaksana teknis (UPT), dan 

perguruan tinggi vokasi.

2.   Satuan Pendidikan Vokasi: Selain unit kerja di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 

buku ini juga bisa digunakan sebagai acuan admin 

pengelola media sosial satuan pendidikan vokasi, 

yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 

lembaga kursus dan pelatihan (LKP).
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E. Ruang Lingkup
Pedoman komunikasi ini melingkupi 4 (empat) bab, yaitu.

1.   Pendahuluan,

2.   Komunikasi,

3.   Materi Penyebarluasan Informasi, dan

4.   Evaluasi dan Penutup.
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A. Definisi Umum
Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian 

informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik 

secara langsung atau melalui media, yang bertujuan 

untuk menyamakan persepsi antara komunikator dan 

komunikan.

SOURCE

NOISE

NOISE

FEEDBACK FEEDBACK

NOISE

NOISE

DECODERENCODER RECEIVERMESSAGE
MEDIUM

COMMON
EXPERIENCE

MEDIUM

Gambar 1. Diagram Komunikasi
Sumber: Moore (1981)
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Berdasarkan diagram di atas, proses komunikasi 

melibatkan beberapa unsur, yaitu:

1.   komunikator (source), 

2.   komunikan (receiver),

3.   pesan (message),

4.   media (medium),

5.   respons (feedback),

6.   penyampaian pesan (encoder-decoder), dan

7.   gangguan (noise).

Inti komunikasi adalah pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan dapat diterima dengan 

utuh baik secara substansi maupun maknanya. Hal 

ini karena pesan dilewatkan melalui medium (seperti 

percakapan langsung, telepon, email, nota dinas, dan 

lain-lain) berpotensi mengalami gangguan (noise). 

Selanjutnya komunikan diharapkan memberikan 

respons (feedback) kepada komunikator. Proses 

ini dilakukan dua arah hingga membentuk siklus 

komunikasi.

B. Hubungan Masyarakat (Humas)
Humas memiliki peran strategis dalam penyampaian 

informasi yang terencana dan terarah dari institusi 

kepada  pihak internal (Lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi) dan eksternal (kementerian/

lembaga terkait) dengan berbagai kegiatan komunikasi. 

Tujuan dari penyampaian informasi tersebut adalah 

untuk mencapai kesamaan pemahaman hingga 
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penerimaan dan perubahan perilaku. Pelaku humas 

harus proaktif dalam mengkomunikasikan pesan-pesan 

untuk pihak internal maupun eksternal.

Komunikasi kehumasan yang baik akan sangat 

berkontribusi dalam penerimaan informasi yang efektif. 

Melalui komunikasi kehumasan yang baik, seluruh pihak 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 

satuan pendidikan vokasi, mitra industri, dan lembaga 

terkait dapat memenuhi kebutuhan informasinya terkait 

kebijakan, program, dan lainnya.

C. Komunikasi Internal
Komunikasi internal adalah pertukaran informasi 

yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau institusi. 

Komunikasi internal merupakan proses pertukaran 

informasi terkait berbagai hal yang diselenggarakan 

oleh semua pihak yang berada di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi.

Komunikasi internal sangat penting untuk dilakukan 

karena bisa menjadi fondasi yang solid sebelum sebuah 

organisasi melakukan komunikasi eksternal. Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi dapat menyampaikan 

kebijakan institusi melalui komunikasi internal. 

Seluruh pihak di lingkungan institusi juga bisa saling 

menyampaikan pendapat, saling memotivasi, dan akan 

timbul rasa saling percaya sehingga terjalin hubungan 
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baik di dalam sebuah institusi. Pertukaran informasi 

dalam komunikasi internal dilakukan secara vertikal, 

horizontal, dan diagonal.

1. Komunikasi Vertikal
Proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh 

pimpinan kepada pegawainya atau sebaliknya. 

Tujuan dari komunikasi vertikal ini adalah untuk 

menyampaikan prosedur, arahan, evaluasi, dan 

lainnya.

2. Komunikasi Horizontal 
Kegiatan pertukaran informasi di institusi yang 

dilakukan antara komunikator dan komunikan 

yang memiliki jabatan setara.

3. Komunikasi Diagonal
Proses pertukaran informasi di dalam institusi 

yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan 

yang tidak berada pada jalur struktur yang sama.

Gambaran dari proses komunikasi internal dirangkum 

dalam tabel berikut.

Arus
Komunikasi Konten

Saluran 
Komunikasi 

Formal
Ket.

Vertikal
1.  Top-down • Kebijakan

• Instruksi
• Pengumu-

man
• Imbauan

• Naskah dinas
• Rapat
• Surel Direk-

torat Jender-
al Pendidikan 
Vokasi
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Arus
Komunikasi Konten

Saluran 
Komunikasi 

Formal
Ket.

• Evaluasi 
kinerja

• Pengem-
bangan

• Kapasitas 
pegawai

• SMS resmi
• Evaluasi 

kinerja
• Kanal internal
• Apel
• Bimtek

2.  Bottom-up • Laporan 
Kerja

• Usul/ga-
gasan/ide

• Kritik/saran

• Pengaduan

• Majalah infor-
masi vokasi

• Nota dinas

• Email

• Notula rapat

• Kanal internal

Horizontal • Pengumu-
man

• Respons/
tanggapan

• Koordinasi

• Kerja sama

• Naskah dinas

• Rapat

• Surel

• Kanal internal

• Forum komu-
nikasi

Diagonal • Permintaan 
bantuan/
data penu-
gasan

• Kerja sama

• Koordinasi
• Respons/

tanggapan

• Surat dengan 
tembusan

• Surel

• Rapat

Meng-
gunakan 
komunikasi 
horizontal 
atau vertikal 
kecuali 
telah diatur 
dengan 
ketentuan 
tersendiri

Tabel 1. Proses Komunikasi Internal
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Tujuan dari proses komunikasi vertikal, horizontal, dan 

diagonal adalah untuk memberikan informasi, koordinasi 

tugas, dan menyampaikan pendapat guna menciptakan 

pemahaman yang sama serta meminimalisasi potensi 

isu maupun konflik di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi.

D. Komunikasi Eksternal
Komunikasi eksternal adalah kegiatan pertukaran 

informasi yang dilakukan oleh lembaga atau institusi 

dengan institusi lain dan atau masyarakat luas. 

Penyampaian informasi ini dilakukan baik dari lembaga 

kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada 

lembaga yang mana informasinya bersifat informatif.

 

Komunikasi eksternal di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi adalah proses pertukaran informasi 

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi kepada pihak eksternal, baik unit kerja di 

lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi, maupun kementerian lain, 

pemerintah daerah, lembaga, mitra industri, 

media, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait 

pendidikan vokasi dan membangun reputasi Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi. 
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Dalam proses komunikasi eksternal terdapat beberapa 

prinsip yang harus diperhatikan, antara lain ketepatan, 

akuntabilitas, dan kerja sama.

1. Ketepatan; dalam proses komunikasi, harus 

ditentukan komunikator yang mewakili dalam 

kegiatan kehumasan eksternal, kemudian 

saluran komunikasi yang digunakan, dan bentuk 

penyampaian informasi.

2. Akuntabilitas; dalam komunikasi eksternal, 

segala informasi yang disampaikan harus dapat 

dipertanggungjawabkan.

3. Kerja sama; adanya komunikasi atau dialog dua 

arah dalam hal ini diartikan komunikasi dari pihak 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan pihak lain.

E. Komunikasi Kemitraan
Komunikasi kemitraan merupakan proses pertukaran 

informasi yang dilakukan oleh komunikator dan mitra 

dengan tujuan untuk menjalin kerja sama. Contohnya 

adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan satuan 

pendidikan vokasi, dunia usaha dan industri (DUDI), 

pemangku kebijakan, serta organisasi atau lembaga, 

baik dari dalam negeri atau luar negeri. Masing-masing 

mitra memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Tingkat 

pengaruh kemitraan terbagi menjadi empat.

1.   Keep informed atau mitra yang memiliki pengaruh 

rendah tetapi memiliki ketertarikan tinggi.
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2. Manage closely adalah mitra yang memiliki 

pengaruh besar dan ketertarikan tinggi.

3.   Monitor and respond adalah mitra yang memiliki 

pengaruh dan minat yang rendah.

4. Keep satisfied adalah mitra yang berpengaruh 

besar namun ketertarikannya rendah.

Dalam berinteraksi dengan mitra, perlu dipetakan mitra 

tersebut terletak dalam kuadran pengaruh-tertarik 

(influence-interest) mana agar pendekatan komunikasi 

yang dilakukan sesuai dengan posisi mitra.

Berikut strategi komunikasi kemitraan yang sebaiknya 

dilakukan berdasarkan kuadran stakeholders.

1.   Keep informed: Berikan informasi secara memadai 

dan jalin hubungan baik dengan mitra untuk 

memastikan tidak ada masalah yang timbul.

2. Manage closely: Mitra harus senantiasa dilibatkan 

dalam komunikasi kemitraan serta perlu diupayakan 

agar mitra tersebut selalu puas dalam interaksi 

kemitraan.

3.   Monitor and respond: Beri perhatian pada mitra 

kategori ini, tetapi jangan berlebihan dan bahkan 

membuat bosan.

Keep Satisfied

Monitor
(Minimum Effort)

Keep Satisfied

Manage Closely

Interest

In
flu

en
ce

Gambar 2. Stakeholders Mapping Quadrant (Sumber: PR Indonesia)
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4. Keep satisfied: Lakukan komunikasi yang cukup 

dengan mitra ini untuk membuat mitra puas, tetapi 

tidak terlalu intens agar mitra tidak menjadi bosan.

F. Fungsi Komunikasi
Terdapat empat fungsi komunikasi secara umum, yaitu

1.   menginformasikan pesan kepada masyarakat;

2. mendidik: informasi yang diberikan diharapkan 

dapat membuat wawasan komunikan meningkat;

3.   menghibur: informasi yang disampaikan dapat 

dijadikan sebagai sarana hiburan; dan

4. memengaruhi: informasi yang diberikan mampu 

memengaruhi komunikan atau penerima pesan.

Fungsi komunikasi dalam Direktorat Jenderal  

Pendidikan Vokasi secara khusus adalah untuk 

menyampaikan informasi, meningkatkan kinerja, 

mengoordinasikan pekerjaan, dan menangani 

masalah sehingga citra baik Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi dapat terjaga. Hal ini dilakukan 

untuk melindungi dan mempertahankan reputasi serta 

tingkat kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi ketika terdapat hal-hal di luar 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan pegawai 

ataupun pihak luar yang dapat mengancam reputasi 

organisasi. Reputasi organisasi meliputi reputasi 

institusi, kebijakan, pimpinan dan pegawai yang 

menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
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Fungsi komunikasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, 

yakni 1) penetapan masalah, 2) penanganan masalah, 

3) aktivitas yang dapat mengancam dan mengganggu, 

serta 4) tanggung jawab pimpinan unit terkait 

penanganan masalah. Setiap bagian tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut.

1. Penetapan masalah 

• Masalah yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi. Dalam hal masalah 

terjadi di unit kerja vertikal, pimpinan unit 

menginformasikan kepada Direktur Jenderal 

Pendidikan Vokasi secara berjenjang.

• Contoh peristiwa yang dapat menimbulkan 

masalah, antara lain

     -   pegawai menjadi tersangka tindak pidana;

     -   gugatan class action oleh masyarakat;

     -   kerusakan sistem teknologi informasi;

     -   hacker meretas sistem Direktorat Jenderal 

   Pendidikan Vokasi;

     -   bencana alam;

     -   wabah penyakit;

     -   kebakaran; dan

     -   kecelakaan kerja.

2. Penanganan masalah

• Dalam situasi darurat yang dapat memengaruhi 

keselamatan, reputasi, atau operasional 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, semua 
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saluran komunikasi harus dikoordinasikan oleh 

Direktur teknis/Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi.

• Direktur teknis/Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi membentuk tim untuk 

menangani krisis yang akan

     -   mengidentifikasi krisis;

          -   meneliti kasus;

                     -   menentukan juru bicara;

                     -   membentuk pesan kunci;

                     -   melakukan komunikasi, baik internal 

                          maupun eksternal;

                     -   melakukan pengawasan;

                     -   melakukan tindak lanjut; dan

                     -   melakukan evaluasi.

3. Aktivitas dalam pencegahan masalah merujuk 

pada Direktur teknis/Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi memiliki tanggung jawab 

utama untuk bekerja dengan media dan tanggung 

jawab untuk menjaga reputasi Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi. Masalah kritis memerlukan 

respons komunikasi yang tepat waktu dan efektif, 

terlebih dalam situasi yang

• mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan 

kerusakan fasilitas yang signifikan;

• mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan 

kematian, kecelakaan, luka, dan keselamatan 

yang mengancam pejabat Direktorat Jenderal 
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Pendidikan Vokasi, publik, atau pegawai; dan

• mengakibatkan gangguan operasional.

4. Terkait pencegahan terjadinya krisis, setiap pimpinan 

unit memiliki tanggung jawab untuk

• melakukan identifikasi hal yang dapat 

menimbulkan masalah;

• mengoptimalkan pelaksanaan manajemen risiko 

di unit masing-masing;

• mengoptimalkan fungsi intelijen di unit vertikal;

• membina kerja sama dengan pihak-pihak terkait 

(media, penegak hukum, instansi pemerintah 

lainnya); dan

• membangun iklim kerja yang kondusif di setiap 

unit kerja.

G. Prinsip Komunikasi
Dalam melakukan proses komunikasi, terdapat prinsip-

prinsip yang harus dipenuhi agar tujuan komunikasi 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 

dapat tercapai. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut.

1.   Integritas dalam hal ini kaitannya dengan perilaku, 

tanggung jawab, dan nilai.

2.   Kebenaran informasi artinya memastikan 

informasi yang disampaikan atau diterima dapat 

dipercaya, akurat, relevan, dan diperoleh dari 

sumber yang kredibel.

3. Efisiensi artinya dalam proses penyampaian 
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informasi menggunakan saluran yang tepat dan 

optimalisasi teknologi agar dapat menyinergikan 

seluruh saluran informasi.

H. Pelaku Komunikasi
Pelaku komunikasi adalah komunikator/pengirim pesan 

dan komunikan/penerima pesan yang terlibat dalam 

komunikasi. Dalam pedoman ini disampaikan pelaku 

komunikasi meliputi

1.   seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi; dan

2.   seluruh unsur Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi yang meliputi pimpinan kantor pusat dan 

kepala unit pelaksana teknis (UPT)/balai/balai 

besar pendidikan vokasi, serta direktur perguruan 

tinggi negeri vokasi.

Dalam komunikasi eksternal, terdapat hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam penunjukan komunikator. 

Komunikator merujuk pada siapa yang diberi hak untuk 

menyampaikan pesan kepada audiens eksternal. Secara 

struktural, komunikator dalam kegiatan komunikasi 

eksternal yaitu

1.   Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;

2.   Direktur teknis;

3.   Koordinator Bagian Kehumasan dan Publikasi;

4.   Kepala unit pelaksana teknis; 

5.   Direktur satuan pendidikan vokasi; dan

6.   Juru bicara yang ditunjuk.
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Kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh juru bicara 

adalah

1.   ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi;

2.   Memahami topik yang akan disampaikan;

3.   Kemampuan public speaking yang baik; dan

4.   Terbiasa berkomunikasi dengan khalayak.

I. Tanggung Jawab Pelaku Komunikasi 
Dalam proses komunikasi, masing-masing pihak memiliki 

tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab 

dalam komunikasi internal di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi diuraikan sebagai berikut.

1.   Jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi memiliki tanggung jawab untuk

• memastikan relevansi informasi;

• menjaga saluran komunikasi;

• mendengarkan umpan balik dan tindak lanjut;

• memastikan informasi yang tersedia dapat 

dipahami dalam lingkungan kerja; dan

• bertanggung jawab atas informasi yang 

disampaikan.

2.   Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi bertanggung jawab untuk

• proaktif dalam menyampaikan gagasan kepada 

jajaran pimpinan,

• menggunakan saluran komunikasi dalam 

penyampaian gagasan,
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• menjaga informasi yang diterima, dan

• menyebarkan informasi dalam batas 

kewenangannya. 

J. Kegiatan Komunikasi 
1. Internal

Kegiatan komunikasi internal yang dilakukan hanya 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 

seperti penyampaian informasi kebijakan, koordinasi 

pekerjaan, atau penyampaian informasi lainnya yang 

hanya melibatkan pihak-pihak di dalam Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi.

2. Eksternal
Kegiatan komunikasi eksternal merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi dengan pihak luar, seperti

• menjalin hubungan dengan media massa 

nasional;

• penyebarluasan berita positif Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi;

• melakukan klarifikasi atas pemberitaan negatif 

di media lain;

• menayangkan materi publikasi Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi;

• melaksanakan kegiatan interaktif; dan 

• melaksanakan kegiatan kehumasan lainnya.

3. Kemitraan
Komunikasi kemitraan merupakan kegiatan 
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komunikasi yang melibatkan pihak Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi dengan pihak mitra, 

seperti penyampaian informasi kepada unit vertikal 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, penyampaian 

informasi kepada masyarakat umum, penyampaian 

informasi kepada media, penyampaian informasi 

kepada presiden, DPR, dan industri.

K. Tingkatan Krisis Komunikasi 
Krisis komunikasi merupakan situasi di mana sebuah 

institusi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi mengalami gangguan dalam proses komunikasi 

yang dapat mengancam reputasi dan kredibilitas.

Terdapat tiga tingkatan krisis berdasarkan dimensi 

dampak yang dihasilkan, yaitu berat, sedang, dan ringan.

1.   Krisis Berat
Krisis berat merupakan krisis yang memiliki 

dampak serius dan dapat mengancam integritas, 

reputasi, keselamatan, keuangan, dan operasional.

2.   Krisis Sedang
Krisis yang berkaitan dengan sistem yang dapat 

memberikan dampak untuk kelompok orang atau 

wilayah yang lebih luas.

3.   Krisis Ringan
Krisis yang memiliki dampak relatif kecil, biasanya 

dapat mempengaruhi kelompok orang dalam area 

terbatas atau skala kecil.
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Berikut beberapa indikator krisis berat, sedang, 

dan ringan.

Krisis Berat Krisis Sedang Krisis Ringan

Penurunan 
signifikan 
kredibilitas dan 
kepercayaan 
publik

Kurangnya 
dukungan 
pemerintah

Penurunan minat 
siswa dalam 
mengikuti proses 
pendidikan

Konflik dengan 
industri

Kurangnya 
penyesuaian 
dengan 
perubahan/
kebutuhan 
industri

Kurangnya 
keterlibatan 
industri

Penutupan 
lembaga 
pendidikan vokasi

Kurangnya 
kualifikasi tenaga 
pendidik/guru/
dosen

Keluhan dari 
orang tua 
peserta didik

Krisis keuangan/
pemotongan 
anggaran yang 
berdampak pada 
operasional

Penurunan 
kualitas 
pendidikan vokasi

Perubahan 
dalam struktur 
organisasi yang 
tidak terduga

Ancaman 
terhadap nyawa 
dan keselamatan

Ketidaksetaraan 
akses yang luas

Konflik internal

Kehancuran 
infrastruktur, 
seperti gedung

Kurangnya 
sumber daya dan 
fasilitas

Kepemimpinan 
yang kurang 
efektif

Tabel 2. Indikator Tingkatan Krisis
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MATERI PENYEBARLUASAN 
INFORMASI

A. Etika Informasi
Informasi merupakan pesan yang ingin disampaikan 

dalam proses komunikasi. Dalam menyampaikan 

informasi hendaknya memperhatikan etika informasi. 

Etika informasi adalah cabang etika yang terpusat 

pada hubungan antara penciptaan, pengorganisasian, 

pemencaran, dan penggunaan informasi serta standar 

etika dan kode moral yang mengatur perilaku manusia 

di masyarakat. 

Dalam kata lain, etika informasi berbicara tentang 

moralitas. Apa yang boleh dan yang tidak boleh untuk 

dikomunikasikan, oleh siapa, dan menggunakan media 

apa. Berkaitan dengan etika informasi, berita yang telah 
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diterima di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi harus dicek ulang kebenarannya dengan 

memperhatikan hal-hal seperti berikut.

• Penyebaran informasi bertentangan atau tidak 

dengan hukum yang berlaku.

• Apakah penyebaran informasi telah diteliti oleh 

pihak lain.

• Apakah orang lain akan menyebarkan informasi 

tersebut.

• Keberpihakan dalam penyebaran informasi.

• Apakah dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat luas.

B. Informasi Publik
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan 

informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang 

berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan 

badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-

undang serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik.

Informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi merupakan informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

diterima oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. 



27Materi Penyebarluasan Informasi

PEDOMAN
KOMUNIKASI

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala pada laman resmi Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi meliputi

• visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

• tugas dan fungsi;

• struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

• alamat disertai dengan nomor telepon, faksimile, surat 

elektronik, dan informasi lainnya dari kantor pusat 

serta UPT Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

• ringkasan program kerja dan kegiatan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi

• kumpulan peraturan yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

• informasi yang berkaitan akses untuk mendapatkan 

informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi;

• informasi berkaitan dengan tata cara pengaduan 

melalui layanan pengaduan; dan

• pengumuman barang dan jasa di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Dalam penyebarluasan informasi, terdapat dua arus, 

yaitu below the line dan above the line. Below the line 

adalah kegiatan komunikasi yang jangkauannya untuk 

kelompok tertentu, sedangkan above the line adalah 

kegiatan komunikasi yang jangkauannya lebih luas.
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C. Konten dan Penyampaian
Dalam proses komunikasi terdapat hal-hal 

yang harus diperhatikan mengenai konten dan 

cara penyampaiannya. Penyebarluasan konten 

menggunakan saluran komunikasi internal harus 

menyesuaikan dengan sifat informasi, yaitu sangat 

rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa. Penyampaian 

informasi yang bersifat umum dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi kepada seluruh pegawai harus 

dikoordinasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi.

D. Saluran Komunikasi
Terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi 

langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi 

langsung adalah jenis komunikasi yang dilakukan 

dengan berdialog langsung antara komunikator 

dan komunikan, dengan kata lain tanpa perantara. 

Above the Line Below the line
• Media cetak 

(koran, majalah, bule-
tin, nawala)

• Audio visual (radio, TV, 
YouTube, blog)

• Pesan siar (email blast, 
SMS blast)

• Media luar ruang (ba-
liho, spanduk, papan 
iklan, LCD flat screen)

• Naskah dinas (peratu-
ran, surat edaran)

• Siaran pers
• Poster
• Brosur
• Leaflet
• Newsletter
• Merchandise 
• Webinar
• Bimbingan teknis
• WAG

Tabel 3. Penyebarluasan Informasi
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Komunikasi tidak langsung adalah kegiatan komunikasi 

yang membutuhkan media dalam penyampaian 

informasinya. 

Contoh media komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi sebagai berikut.

1. Media Pitch 
Media pitch adalah surat yang berisi kisah atau 

ide tentang hal terkait korporasi yang ingin diliput 

oleh media massa dengan menggunakan sudut 

pandang yang menarik minat jurnalistik atau media 

massa agar tergoda untuk melakukan liputan dan 

memberitakannya. Karena hanya sehelai kertas 

seperti surat, media pitch juga dikenal dengan 

sebutan pitch letter. Pitch letter menjadi penanda 

adanya nilai berita dalam peristiwa atau hal yang 

diinginkan oleh media. Pitch letter berisi kisah 

atau ide yang merayu jurnalis atau redaksi media 

agar tertarik dan menyarankan mereka hadir 

untuk meliput. Dalam membuat media pitch perlu 

diperhatikan terkait hal berikut.

• Pembuka, berisi perkenalan secara singkat 

mengenai siapa kita, dari mana kita, dan mengapa 

mengirimkan media pitch kepada mereka.

 Contoh: Nama saya Zia, dan saya mewakili 

grup Humas X. Instansi kami akan meluncurkan 

sebuah program yang berkaitan dengan 

peningkatan kompetensi guru kejuruan.
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• Inti adalah hal utama yang ingin diberikan ke 

media.

 Contoh: Saya pikir ini bisa menjadi cerita yang 

menarik untuk dibagikan karena saat ini isu 

tentang peningkatan kompetensi guru kejuruan 

sedang hangat diperbincangkan.

Gambar 3. Contoh Media Pitch



31Materi Penyebarluasan Informasi

PEDOMAN
KOMUNIKASI

• Penutup, pada bagian ini memberikan call to 

action yang jelas.

Contoh: Jika Anda tertarik untuk bermitra 

dengan kami, silakan hubungi 0812345 atau 

surel kami di vokasi@kemdikbud.go.id

2. Siaran Pers (Press Release)
Siaran pers dikenal juga dengan istilah news 

release atau press release. Press release adalah 

produk tulisan yang paling banyak dibuat oleh 

praktisi public relations atau humas sebuah 

lembaga. Tujuan dari press release ini adalah 

untuk menginformasikan kegiatan kepada publik 

yang kemudian dikirimkan ke media supaya 

dimuat oleh media.  Dalam penulisan press release 

harus diperhatikan struktur 5W + 1H agar memuat 

informasi yang lengkap. Sebagai contoh struktur 

yang terdapat dalam press release kegiatan Temu 

Konsolidasi Kerja Sama Pendidikan Vokasi.

• What/Apa
Kegiatan Temu Konsolidasi Kerja Sama 

Pendidikan Vokasi.

• Who/Siapa
Diadakan oleh Kemendikbudristek melalui 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan 

dihadiri oleh satuan kerja Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi, industri, dan lembaga terkait.
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• Where/Di mana
Kota Bekasi, Jawa Barat.

• When/Kapan
Dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 Februari 

2023.

• Why/Mengapa
Untuk memberikan wawasan kepada 

undangan terkait kerja sama dengan industri 

dan mencari solusi terkait masalah kerja sama 

yang dirasakan masing-masing satuan kerja 

pendidikan vokasi.

• How/Bagaimana
Berjalan dengan lancar dan tamu undangan 

sangat antusias mendengarkan paparan 

narasumber sehingga mereka menjadi ada 

gambaran terkait kerja sama.
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Gambar 4. Contoh Siaran Pers
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3. Briefing Notes
Briefing notes adalah teks singkat yang secara 

akurat dan lengkap menyampaikan gagasan yang 

dikembangkan dalam dokumen lebih panjang. 

Briefing notes digunakan oleh juru bicara yang telah 

ditunjuk untuk menyampaikan sebuah gagasan.

4. Feature
Feature merupakan salah satu jenis berita yang 

menggabungkan fakta dan opini di mana isinya 

mengandung human interest dan menggunakan 

bahasa yang indah. Dalam pembuatan feature 

terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, di 

antaranya

a.   unsur 5W + 1H;

b.   tidak selalu menggunakan piramida terbalik*;

Gambar 5. Contoh Briefing Notes
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c.   menggunakan gaya bahasa sastra;

d.   ceritanya benar-benar terjadi; dan

e.   bersifat subjektif, informatif, detail, dan tidak  

dibatasi waktu.

Catatan: *Piramida terbalik merupakan proses 

mengomunikasikan pesan dimana informasi 

penting diletakkan di awal, dilanjutkan informasi 

kurang penting bagian akhir sehingga disebut 

dengan struktur piramida terbalik. Hal ini 

dilakukan agar penerima informasi langsung dapat 

menangkap pesan yang dikomunikasikan melalui 

feature. Terdapat lima hal yang perlu diperhatikan 

dalam membuat feature.

a.   Judul untuk tulisan feature memiliki ciri khas 

yang menarik dan memikat calon pembaca.

b.   Lead atau kalimat pembuka merupakan 

bagian penting yang akan menentukan 

pembaca lanjut membaca atau tidak.

c.   Tubuh tulisan merupakan bagian utama 

feature. Pada bagian ini semua informasi 

menarik diletakkan.
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Gambar 6. Contoh Feature
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5. Brosur dan Leaflet
Media komunikasi yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara ringkas dan 

komprehensif. Akan tetapi, brosur dan leaflet 

memiliki perbedaan dalam isinya. Isi yang terdapat 

dalam brosur bertujuan untuk mempromosikan 

produk sedangkan isi dari leaflet bertujuan untuk 

memberikan informasi secara singkat terkait 

produk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan brosur dan leaflet adalah sebagai 

berikut.

a. Harus menarik terkait ilustrasi atau 

penggambaran informasinya.

b. Desain sederhana, menarik, dan bersih atau 

terpusat.

c. Gambar dan foto yang digunakan memiliki 

nilai jual.

d. Penggunaan logo resmi kementerian, 

institusi, maupun logo pihak yang terlibat 

dengan memperhatikan etika dan kaidah 

yang berlaku. 
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Gambar 7. Contoh Brosur

Gambar 8. Contoh Leaflet
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6. Nawala dan Majalah
Nawala adalah media komunikasi berupa surat 

elektronik yang digunakan oleh komunikator 

untuk memberikan informasi kepada komunikan. 

Pengertian majalah adalah terbitan secara 

berkelanjutan yang berisi artikel dan memiliki 

nomor urut. Perbedaan nawala dan majalah 

terletak pada hal-hal berikut.

• Isi: nawala memuat satu topik, sedangkan 

majalah beragam topik.

• Sasaran: nawala ditujukan untuk sekelompok 

orang tertentu, sedangkan majalah dapat 

dinikmati oleh umum.

• Distribusi: nawala dapat didapat melalui 

tempat-tempat tertentu. Majalah dapat 

dinikmati dengan membeli secara ecer dan 

berlangganan.

• Halaman: nawala memiliki halaman 8 s.d. 12, 

majalah memiliki halaman di atas 12.



DIREKTORAT JENDERAL 
PENDIDIKAN VOKASI

40 Materi Penyebarluasan Informasi

Gambar 9. Contoh Nawala
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Gambar 10. Contoh Majalah
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6. Infografik
Infografik adalah bentuk komunikasi visual yang 

berupa kumpulan dari gambar, grafik, dan teks. 

Hal ini digunakan untuk memudahkan audiens 

dalam memahami suatu topik.

7. Buku Saku
Buku saku merupakan buku yang memuat 

mengenai topik-topik tertentu, seperti buku saku 

program prioritas yang ada di Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi.

Gambar 11. Contoh Infografik
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Gambar 12. Contoh Buku Saku
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Saluran komunikasi yang digunakan oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi dalam melakukan 

kegiatan pertukaran informasinya ditampilkan dalam 

tabel di bawah ini.

No. Saluran Keterangan

1. Naskah Dinas Berupa Peraturan, Keputusan, Surat 
Edaran, Pengumuman, Nota Dinas, 
Surat.

2. Penyebaran 
Surel

Penyampaian informasi melalui 
surel internal Direktorat Jenderal 
Pendidikan Vokasi kepada setiap 
pegawai.

3. Kanal Internal 
Direktorat 
Jenderal 
Pendidikan 
Vokasi

A. Kanal informasi yang digunakan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
dalam menyampaikan informasi 
antara lain.

• Posel: vokasi@kemdikbud.go.id

• Dapodik: http://dapodikvokasi.

kemdikbud.go.id

• Instagram: KamiVokasi

• Facebook: Direktorat Jenderap 

Pendidikan Vokasi

• YouTube: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi

• Twitter: KamiVokasi

B. Kanal laman yang digunakan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
dalam menyampaikan informasi 
adalah vokasi.kemdikbud.go.id
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No Saluran Keterangan

4. Forum Diskusi 
di WAG

Sebuah forum terbuka bagi 
setiap pegawai Direktorat 
Jenderal Pendidikan Vokasi dalam 
menyampaikan informasi termasuk 
saran, masukan, dan kritik.

5. Rapat Penyampaian informasi melalui rapat 
kerja, rapat koordinasi, rapat pembi-
naan, dan lainnya.

6. Forum Komu-
nikasi

• Wadah komunikasi 
     antar fungsi-fungsi tertentu 
     Direktorat Jenderal 
     Pendidikan Vokasi
• Forum Eselon 2 
• Forum Pejabat Fungsional
• Forum Direktur Politeknik
• Forum Wakil Direktur 
• Forum Humas
• Forum pegawai 
• Forum lainnya

7. Publikasi lainnya Termasuk spanduk, banner, interkom, 
majalah, dan lainnya.

E. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan 

komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 

lima strategi komunikasi versi Merdeka Belajar yang 

dapat diterapkan untuk menyampaikan pesan kepada 

komunikator.

Tabel 4. Saluran Komunikasi
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1. Konten
Narasi yang memancing kesadaran pemikiran dan 

pertimbangan dari sasaran komunikasi. Narasi ini 

bisa mengedepankan logika, emosional, ataupun 

kombinasi keduanya. 

2. Konteks
Konteks dalam hal ini adalah keterkaitan relevansi, 

relevansi, hal-hal yang menghubungkan narasi 

dengan sisi sasaran komunikasi. Bisa berupa 

data, fakta, ikatan kedekatan, sebab akibat, 

pemancingan minat, dan kebutuhan. 

3. Kreatif
Strategi kreatif lebih kepada strategi agar narasi 

yang telah dibuat mendapatkan sasaran lebih 

lama di tengah bisingnya arus informasi saat ini, 

bisa berupa multikanal maupun bentuk produk 

komunikasinya (audio visual).

4. Kanal
Pemilihan kanal/saluran konten dengan 

memperhatikan dan mencermati karakteristik 

target audiens sehingga penyampaian informasi 

akan lebih efektif dan efisien.

5. Komunitas
Komunitas merupakan mitra strategis yang bisa 

mengurangi faktor ‘noise’ atau ‘lost’ dari penerimaan 

informasi, termasuk mendapatkan informasi valid 

dari target audiens secara langsung, baik berupa 

masukan, kebingungan, misinformasi, dan dukungan.
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F. Aktivitas Media Relations
Humas harus sadar betul bahwa media memiliki 

peran penting dalam kegiatan publikasi. Penting bagi 

humas untuk menjalin hubungan dengan media atau 

yang selanjutnya disebut dengan Media Relations. 

Media relations merupakan aktivitas yang dilakukan 

oleh seorang humas yang berhubungan dengan 

media massa, dalam hal ini adalah kegiatan publikasi. 

Media relations penting dilakukan bagi seorang 

humas karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi 

institusi. Beberapa aktivitas media relations antara 

lain sebagai berikut.

1. Media Gathering
Media gathering merupakan salah satu strategi 

media relations dalam bentuk kegiatan yang 

dirancang secara khusus untuk mempertemukan 

jajaran penting korporasi seperti direksi, dengan 

pihak media seperti jurnalis yang bertujuan untuk 

mempererat dan mengakrabkan hubungan antara 

korporasi dan jurnalis atau media. 

2. Media Briefing
Media briefing adalah kegiatan rutin yang dilakukan 

(misalnya mingguan, bulanan, dan sebagainya). 

Hal ini sering disamakan dengan konferensi pers 

(press conference). Padahal, bedanya adalah 

konferensi pers dilakukan tidak rutin atau biasanya 

karena ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan 

atau hal yang di luar kebiasaan. Perbedaan lain 
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media briefing adalah terkait dengan masalah 

waktu, maupun materi penyelenggaraan. 

3. Media Tour
Media tour adalah salah satu usaha yang dapat 

digunakan untuk membangun reputasi korporasi 

sehingga media memiliki kemudahan akses 

terhadap lembaga. Media tour merupakan 

kesempatan yang sangat baik bagi jurnalis atau 

media untuk menyajikan secara langsung apa 

yang tidak dapat disaksikan oleh umum dari 

bagian dalam sebuah lembaga. Namun demikian, 

tidak semua titik lokasi dapat ditunjukkan pada 

jurnalis atau awak media. Tentu ada beberapa titik 

saja yang biasa dibuka kepada publik. 

4. Media Visit
Media visit secara sederhana dapat dipahami 

sebagai aktivitas kunjungan korporasi ke 

manajemen media massa. Namun, sebagai 

strategi media relations, media visit merupakan 

inisiatif dari public relations officer atau media 

relation officer untuk proaktif membangun 

hubungan yang baik dengan media.
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EVALUASI DAN PENUTUP

A. Evaluasi
Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

komunikasi, penting bagi Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi agar dapat diketahui sejauh mana informasi 

yang telah dikomunikasikan bisa sampai dan dipahami 

oleh sasaran yang dituju. Monitoring dan evaluasi 

juga diperlukan untuk memastikan keefektifan dan 

keefisienan dari kegiatan komunikasi tersebut.

Dalam rangka pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut 

perbaikan yang berkesinambungan, maka perlu disusun 

evaluasi kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi. Evaluasi tersebut dalam praktiknya 
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dijelaskan sebagaimana program kerja dan satuan 

perhitungan agar tidak keliru menghitung frekuensi 

kegiatan kehumasan yang telah disusun. Berikut 

adalah satuan perhitungan kegiatan humas yang perlu 

diperhatikan.

1. Materi Kehumasan
Untuk keragaman informasi yang disampaikan, 

seluruh materi kehumasan yang diproduksi 

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 

akan diunggah di laman. Unit vertikal dapat 

menyesuaikan materi tersebut untuk memasukkan 

muatan atau konten lokal.

2. Media Monitoring
Media monitoring dilakukan untuk mengetahui 

penyebaran berita di media cetak dan daring. 

Tujuannya adalah untuk menghitung efektivitas 

dari distribusi informasi kepada publik melalui 

media massa dan mengetahui tone berita 

tentang vokasi. Kantor pusat (Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi) melaksanakan media 

monitoring setiap hari beserta analisa harian, 

mingguan, dan bulanan, dan diunggah di laman 

vokasi.kemdikbud.go.id.

3. Laporan Kegiatan Kehumasan
Kegiatan kehumasan wajib dilaporkan setiap 

triwulanan. Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi menyampaikan laporan tersebut kepada 

Direktur teknis/Sekretaris Direktorat Jenderal 
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Pendidikan Vokasi paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah periode triwulan berakhir. 

Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy. Penyampaian softcopy laporan dapat 

dilakukan melalui surat elektronik kepada humas.

vokasi@kemdikbud. go.id.

B. Penutup
Pedoman komunikasi ini disusun sebagai panduan 

dalam melakukan komunikasi baik internal maupun 

eksternal bagi seluruh pihak di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi. Tujuannya adalah agar 

seluruh informasi dapat terintegrasi dengan baik.
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